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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang Masalah 

Agama Islam mengajarkan perlu adanya dana sosial 

(tabarru) yang bertujuan untuk membantu kaum dhuafa. Sumber 

utama dana tersebut merupakan dari zakat, infaq dan shadaqah 

serta ada juga dalam bentuk wakaf maupun dana investasi 

kebajikan. Zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan 

oleh setiap orang muslim yang mampu dengan ketentuan yang 

telah ditetapkan. 

Zakat merupakan salah satu pilar utama dalam rukun 

Islam, karena ibadah ini memiliki dua dimensi hablum minallah 

dan hablum minannaas, artinya ibadah zakat ini selain untuk 

kekuatan spiritual juga bagian dari dimensi sosial. Secara 

sosiologis zakat bertujuan untuk meratakan kesejahteraan bagi 

orang-orang miskin. Oleh karena itu, jika zakat diterapkan 

dengan benar akan sangat berpengaruh terhadap peningkatan dan 

pertumbuhan perekonomian yang luas. 
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Pada zaman Bani Umayyah zakat telah terbukti berperan 

sangat besar  dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Zakat 

tidak hanya sebatas kewajiban namun lebih dari itu, hal ini terjadi 

pada masa kepemimpinan Umar Bin Abdul Aziz di mana 

masyarakat makmur sehingga tidak ada seorang pun yang layak 

menerima zakat pada zamannya. Pada awal tegaknya Islam, zakat 

hanya meliputi zakat pertanian, zakat peternakan, zakat 

perdagangan, zakat emas dan zakat perak serta zakat harta 

terpendam, namun dewasa ini seiring dengan pertumbuhan 

ekonomi dan perkembangan teknologi sumber zakat pun 

mengalami perkembangan, berdasarkan dalil ijmali dan qiyas  

(analogi) misalnya zakat profesi, zakat perusahaan, zakat surat-

surat berharga, zakat perdagangan uang (money changer), zakat 

hewan ternak yang diperdagangkan, zakat madu dan produk 

hewani, serta zakat sektor modern lainnya. 

Melihat potensi zakat yang sangat besar dan beragam 

jenis sumber zakat pada zaman modern saat ini, maka hal ini 

memancing para amilin untuk berkontribusi dengan mendirikan 

organisasi pengelola zakat yang tujuannya untuk mempermudah 
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bagi para muzzaki dalam menunaikan kewajibannya. Keberadaan 

organisasi zakat di Indonesia diatur oleh beberapa peraturan 

perundang-undangan, yaitu UU No. 38 Tahun 1999 tentang 

Pengelolaan Zakat, Keputusan Menteri Agama No. 581 Tahun 

1999 tentang Pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999, dan keputusan 

Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji 

No. D/291 Tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 

Zakat.
1
 Dan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2011 tentang 

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Serta Peraturan 

Pemerintah No. 14 tahun 2014 Tentang Pendirian Lembaga Amil 

Zakat. 

Dengan adanya undang-undang ini organisasi pengelola 

zakat tidak lagi khawatir dalam melaksanakan tugas dan 

fungsinya karena segala operasionalnya sudah mempunyai 

payung hukum dan diresmikan. 

Di Indonesia sendiri diakui adanya dua organisasi 

pengelola zakat, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga 

Amil Zakat (LAZ). Badan amil zakat adalah organisasi 

                                                             
1
 Gustian Juanda dkk, Pelaporan Zakat Pengurang Pajak Penghasilan, 

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), h. 3. 
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pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah sedangkan 

lembaga amil zakat merupakan organisasi pengelolaan zakat yang 

sepenuhnya dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh 

pemerintah. Kedua organisasi ini memiliki fungsi sama yaitu 

menghimpun zakat, mulai dari menerima, mencatat, dan sampai 

kepada mendistribusikan zakat kepada para mustahik. 

Kendati demikian lembaga amil zakat yang didirikan atas 

prakarsa dan kesadaran masyarakat tidak bisa dipungkiri bahwa 

keberadaannya sebagai organisasi pengelola zakat banyak 

memberikan kontribusi dalam penunjang keberhasilan 

penghimpunan zakat di Indonesia. Maka tidak lagi heran jika 

banyak bermunculan lembaga-lembaga pengelola zakat yang 

semakin hari kian marak dengan berbagai nama yang mencirikan 

identitas kelembagaannya sebagai organisasi pengelola zakat. 

Seperti, Rumah Zakat, Rumah Yatim dan Dhuafa, LAZ Harfa, 

Yatim Mandiri, Dompet Dhuafa dan lain sebagainya. 

Adapun asas pelaksanaan zakat didasarkan pada firman 

Allah SWT dalam surah at-Taubah: 60. 
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 “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang 

fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya 

(mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk 

(membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan 

untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban 

dari Allah, Allah maha mengetahui, maha bijaksana. (Q.S At-

Taubah (9) : 60).
2
 

Berdasarkan ayat diatas, bahwasannya pengelolaan zakat 

bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakki 

diserahkan langsung ke mustahik, akan tetapi dilakukan oleh 

sebuah organisasi yang khusus menangani pengelolaan zakat, 

yang memenuhi persyaratan tertentu baik dari segi lembaga 

maupun orang yang mengelolanya yang disebut amil zakat. Amil 

zakat inilah yang memiliki tugas sosialisasi kepada masyarakat, 

melakukan pencatatan, menerima dan mendistribusikannya 

kepada delapan golongan mustahik. 

Amil ialah orang yang ditunjuk untuk mengumpulkan 

zakat, menyimpannya, membaginya kepada yang berhak dan 

                                                             
2
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya, (Jakarta: 

Diponegoro, 2004),  h. 196 
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mengerjakan pembukuannya.
3
 Kelompok ini berhak mendapatkan 

bagian dari zakat maksimal satu perdelapan atau 12,5 persen 

(12,5%), dengan catatan bahwa petugas zakat ini memang 

melakukan tugas-tugas keamilan dengan sebaik-baiknya dan 

waktunya sebagian besar atau seluruhnya untuk tugas tersebut. 
4
 

jika hanya di akhir bulan Ramadhan saja dan biasanya hanya 

untuk pengumpulan zakat fitrah saja, maka seharusnya para 

petugas ini tidak mendapatkan bagian zakat satu perdelapan, 

melainkan hanyalah sekedarnya saja untuk keperluan adminitrasi 

ataupun konsumsi yang mereka butuhkan. 

Seorang amil mempunyai peranan yang sangat penting 

dalam pengelolaan zakat, karena sejahtera atau tidaknya para 

mustahik dalam menerima zakat bagaimana kinerjanya seorang 

amil dalam merencankan program kerja, mensosialisasikan, 

menghimpun, menentukan siapa yang berhak menerimanya, 

mencari mereka dan mendistribusikan zakat tersebut. Adapun 

yang dimaksudkan bagian atau hak untuk amil disini 

                                                             
3
 Syukri Ghozali, Pedoman zakat 9 seri, (Jakarta: Proyek Pembinaan 

Zakat dan Wakaf, 1984/1985), h. 122 
4
 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: 

Gema Insani Press, 2002), Cet. 1, h. 134 
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dikategorikan sebagai upah atas pekerjaan yang telah 

dilakukannya. Menurut kesepakatan para ulama upah yang 

menjadi hak seorang amil zakat setelah menyelesaikan tugasnya 

ialah seperdelapan atau 12,5 persen (12,5%) dari jumlah dana 

zakat yang terkumpul. Jika demikian telah ditentukan kadar upah 

atau hak seorang amil zakat, maka upah yang diterima seorang 

amil zakat tentunya tidak akan sama dalam setiap bulannya 

(berubah) sesuai dengan jumlah zakat yang terkumpul, namun 

dalam praktiknya hak yang diterima seorang amil yang berada 

dalam lembaga amil zakat (LAZ) dalam setiap periode persatu 

bulannya selalu sama (tetap) yaitu mengikuti besaran Upah 

Minimum Kota (UMK). 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis bermaksud 

untuk melakukan penelitian lebih mendalam terhadap praktik 

penetapan upah (ujrah) kepada amil zakat di Dompet Dhuafa 

Banten dan meninjaunya berdasarkan pandangan hukum Islam 

dalam bentuk skripsi dengan judul: 

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Upah 

(Ujrah) Amil Zakat Studi di Dompet Dhuafa Banten”. 
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B. Fokus Penelitian 

Untuk memudahkan proses dalam penelitian, maka 

penulis memfokuskan pembahasan dalam penelitian ini pada 

praktik penetapan atau pemberian upah (ujrah) terhadap amil 

zakat di Dompet Dhuafa Banten dan pandangan hukum Islam 

terhadap praktik penetapan upah kepada amil zakat di Dompet 

Dhuafa Banten berdasarkan pengumpulan dana hasil zakat yang 

diterima dalam periode satu bulan. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian yang penulis sajikan di atas, 

maka penulis merumuskan masalah untuk dibahas dalam 

penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana praktik penetapan upah (ujrah) amil zakat di 

Dompet Dhuafa Banten ? 

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik penetapan 

upah (ujrah) amil zakat di Dompet Dhuafa Banten ? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui praktik penetapan upah (ujrah) amil zakat 

di Dompet Dhuafa Banten. 
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2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik  

penetapan upah (ujrah) amil zakat di Dompet Dhuafa Banten. 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun harapan penulis setelah penelitian ini selesai 

semoga dapat diperoleh manfaat atau kegunaannya sebagai 

berikut : 

1. Manfaat Akademisi 

a. Sebagai tambahan referensi untuk perbandingan penelitian 

lainnya, yang akan meneliti mengenai mekanisme 

pengelolaan zakat, pendistribusian dan atau pendayagunaan 

zakat dan penetapan upah bagi amilin pada lembaga zakat 

berdasarkan undang-undang No. 13 tentang 

ketenagakerjaan serta pandangan hukum Islam terhadap 

praktek tersebut.  

b. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan mengenai pentingnya membayar zakat, 

menumbuhkan kesadaran akan kewajiban zakat, 

mekanisme pengelolaan dan pendistribusian zakat, 
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pengaruh zakat terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia 

dan hak-hak seorang amilin sebagai pengelola zakat. 

2. Manfaat Praktisi 

a. Bagi Lembaga Zakat Dompet Dhuafa Banten sebagai bahan 

evaluasi untuk meningkatkan manajemen pengelolaan, 

pemasaran, sosialisasi, dan pendistribusian serta 

meningkatkan kualitas pelayanan sehingga mampu menarik 

para muzakki untuk menunaikan zakat di Dompet Dhuafa 

Banten. 

b. Bagi Muzakki, sebagai bahan referensi dan pertimbangan 

dalam memilih lembaga zakat untuk menunaikan zakat, 

infaq, shodaqah, wakaf dan kemanusiaan. 

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 

Berdasarkan penelusuran dari berbagai sumber, maka 

penulis menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang 

zakat, peranan amil serta landasan hukum operasional lembaga 

amil zakat di Indonesia: 

1. Taufik Gunawan (2013), Fakutas syariah dan Hukum 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, dengan judul 
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Peranan Amil Zakat di Rumah Zakat Cabang Yogyakarta 

dalam Perspektif Hukum Islam, judul diatas berbeda 

dengan yang akan penulis teliti dimana dalam proposal ini 

penulis akan membahas tentang mekanisme pengelolaan 

pemberian upah kepada amil zakat di lembaga amil zakat 

Dompet Dhuafa Banten dan bagaimana tinjauan hukum 

Islam terhadap mekanisme tersebut.
5
 

2. Sarwanto (2013), Fakultas Agama Islam Universitas 

Muhammadiyah Surakarta, dengan judul Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Lembaga Amil Zakat (LAZ). Judul skripsi 

diatas berbeda dengan yang akan penulis teliti, dimana 

dalam skripsi tersebut pembahasan lebih difokuskan kepada 

status dan kedudukan kelembagaan dimata hukum serta 

penelitian terhadap lembaga yang dilakukan juga tidak 

terfokus kepada satu lembaga, sedangkan penelitian yang 

akan penulis lakukan hanya terfokus kepada mekanisme 

                                                             
5
 Taufik Gunawan Skripsi S1, Peranan Amil Zakat di Rumah Zakat 

Cabang Yogyakarta dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: UIN Sunan 

Kalijaga, 2013). 
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dan tinjauan hukum Islam terhadap pemberian upah kepada 

amil di Dompet Dhuafa Banten.
6
 

3. Rahmi Hayati (2015), Jurusan Ekonomi Islam Fakultas 

Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif 

Kasim Riau, dengan judul Pengaruh Sistem Pengupahan 

Terhadap Produktivitas Kerja Amil Zakat Pada Lazismu 

Pekanbaru. Judul ini berbeda dengan yang akan penulis 

teliti, karena dalam judul ini lebih membahas tentang 

pengaruh upah yang diterima amil terhadap motivasi 

kinerja amil dalam menjalankan tugas dan fungsinya 

sebagai penghimpun zakat, sedangkan skripsi yang akan 

penulis teliti lebih difokuskan kepada tinjauan hukum Islam 

terhadap sistem pengupahan amil  zakat di Dompet Dhuafa 

Banten yang disetarakan dengan upah minimum kota.
7
 

 

 

                                                             
6
 Sarwanto Skripsi S1, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Lembaga Amil 

Zakat (LAZ), (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2013). 
7
 Rahmi Hayati Skripsi S1, Pengaruh Sistem Pengupahan Terhadap 

Produktivitas Kerja Amil Zakat Pada Lazismu Pekanbaru, (Riau: Universitas 

Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015) 
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G. Kerangka Pemikiran 

1. Zakat 

Zakat yang merupakan rukun Islam ketiga ini disebut 

dalam Al-Quran  sebanyak 82 kali, terdapat pula dalam kitab-

kitab hadits, kemudian dikembangkan oleh ijtihad para ulama 

yang memenuhi syarat dalam berbagai aliran (mazhab) hukum 

Islam. karena itu penyebutan dalam ayat al-Quran yang terus 

diulang dan mengalami perkembangan dalam ruang ijtihad 

maka memicu terjadinya perbedaan dalam pemberian rumusan 

dan arti terhadap kata zakat diantara para aliran mazhab. 

Secara bahasa zakat berarti tumbuh (numuww) dan 

bertambah (ziyadah). Jika diucapkan, zaka al-zar, artinya 

adalah tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan 

zakat al-nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika 

diberkati. Kata ini juga sering dikemukakan untuk makna 

thaharah (suci).
8
  

                                                             
8
 Wahbah Al-Zuhaili, Zakat kajian Berbagai Mazhab, (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2008), Cet. 8, h. 82. 
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Sedangkan secara istilah, banyak definisi yang 

dikemukakan oleh para ulama dengan berbagai macam redaksi 

yang berbeda-beda. Diantara beberapa pengertian itu adalah: 

a. Menurut madzhab Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan 

sebagian yang khusus dari harta yang khusus pula yang 

telah mencapai nishab kepada orang-orang yang berhak 

menerimanya. 

b. Menurut madzhab Hanafiyah mendefinisikan zakat 

dengan menjadikan harta yang khusus dari harta yang 

khusus sebagai milik orang yang khusus yang ditentukan 

syari’at karena Allah SWT. 

c. Menurut madzhab Syafi’iyah, zakat adalah sebuah 

ungkapan untuk keluarnya harta atau tubuh sesuai dengan 

cara khusus. 

d. Menurut madzhab Hanabilah, zakat adalah merupakan 

hak wajib yang ada pada harta tertentu untuk sekelompok 

orang tertentu pada yang tertentu pula. 

e. Sedangkan menurut undang-undang No. 38 tahun 1999 

tentang pengelolaan zakat pasal 1 ayat 2, zakat adalah 
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harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau 

badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan 

ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak 

menerimanya.
9
     

Dari beberapa pengertian zakat yang dikemukakan 

diatas  maka dapat disimpulkan bahwa zakat adalah  harta 

yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim setelah 

mencapai haul dan nishab nya yang khusus diperuntukan 

untuk para mustahik. 

Zakat adalah ibadah maaliyyah ijtima‟iyyah yang 

memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan.
10

 

Baik dilihat dari sisi ajaran Islam maupun dari sisi 

pembangunan kesejahteraan umat. Sebagai suatu ibadah 

pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sehingga 

keberadaannya dianggap sebagai ma‟luum minad-diin bidh –

dharuurah atau diketahui secara otomatis adanya dan 

merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. 

                                                             
9
 Masduki, Fiqh Zakat: memahami hukum zakat dan problematika 

pengelolaannya, (Serang: Dinas Pendidikan Provinsi Banten, 2012), h. 11-12 
10

 Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, ....h. 1 
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Adapun dasar hukum yang menjadikan kewajiban 

bagi setiap muslim mampu dalam menunaikan zakat yaitu 

firman Allah dalam Q.S al-Baqarah : 43. 

 ْٱلرَّكِٰعِيَْمَعَْْكَعُواْ  ٱروَْْٱلزَّكَوٰةَْوَءاَتوُاْ ْٱلصَّلَوٰةَْْوَأقَِيمُواْ 

“Dan laksanakanlah sholat, tunaikanlah zakat dan 

rukuklah beserta orang yang rukuk.”. (Q.S Al-Baqarah 

(2) : 43).
11

 

 

عَن  هُمَاْقاَلَْقاَلَْرَسُولُْاللَّهِْصَلَّىْاللَّهُْعَلَي هِْعَنِْاب نِْعُمَرَْرَضِيَْاللَّهُْ
ْمَُُمَّدًاْ ْاللَّهُْوَأَنَّ ْلََْإلِهََْإِلََّ سٍْشَهَادَةِْأَن  لََمُْعَلَىخَم  ْالْ ِس  وَسَلَّمَْبُنَِِ

جِّْوَصَو مْرَمَضَانَْ  رَسُولُْاللَّهِْوَإِقاَمِْالصَّلََةِْوَإيِتَاءِْالزَّكَاةِْوَالَْ 
“Dari Ibnu Umar –semoga Allah meridhai keduanya 

(Umar dan anaknya)- beliau berkata: Rasulullah 

shollallahu „alaihi wasallam bersabda: Islam dibangun 

atas 5 (rukun): Persaksian (syahadat) bahwa tidak ada 

sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah dan 

sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, dan 

menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa 

Ramadlan”. (H.R Bukhari dan Muslim).
12

 

 

Disisi lain, zakat adalah sebuah bentuk ibadah yang 

mempunyai keunikan tersendiri, karena didalamnya terdapat 

dua dimensi sekaligus, yakni dimensi kepatuhan dan ketaatan 

(„ubbudiyyah), dalam konteks hubungan hamba dengan Sang 

                                                             
11

 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahannya ....h. 8 
12
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Maha Pencipta yakni Allah SWT, dan sekaligus dimensi 

kepedulian hubungan sosial kemanusiaaan (ijtima‟iyyah). 

Sehingga zakat mempunyai posisi dan peran yang sangat khas 

dibandingkan dengan berbagai jenis ibadah mahdhah 

lainnya.
13

 

2. Ijarah dan Ujrah 

Ijarah secara sederhana diartikan dengan transaksi 

manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.
14

 Al-Ijarah berasal 

dari kata al-ajru yang artinya menurut bahasa ialah al-iwadh, 

arti dalam bahasa Indonesia ialah ganti dan upah. Ijarah 

adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat 

suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan 

yang bukan berasal dari manfaat.
15

 

Menurut MA. Tihami, al-ijarah (sewa-menyewa) ialah 

akad (perjanjian) yang berkenaan dengan kemanfaatan 

(mengambil manfaat sesuatu) tertentu, sehingga sesuatu itu 

                                                             
13

  Masduki, Fiqh Zakat: memahami hukum zakat dan problematika 

pengelolaannya, ....h. 4 
14

 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Fiqh, (Bogor: Kencana 

Prenada Media, 2003), h.  215 
15

 Ahmad Wardi Muslich, Fiqh Muamalat, (Jakarta: Amzah, 2010), 

Cet. I, h. 317. 
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legal untuk diambil manfaatnya dengan memberikan 

pembayaran (sewa) tertentu.
16

 Menurut Fatwa Dewan Syariah 

Nasional (DSN) ijarah adalah akad pemindahan hak 

guna(manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu 

tertentu melalui pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti 

kepemilikan barang itu sendiri. 

Para fuqaha sepakat bahwa ijarah merupakan akad 

yang dibolehkan oleh syara’, kecuali beberapa ulama, seperti 

Abu Bakar Al-Asham, Isma’il bin ‘Aliyah, Hasan Al-Bashari, 

Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak 

membolehkan ijarah, karena  ijarah adalah jual beli manfaat, 

sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa 

diserah terimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu 

dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang 

tidak ada ketika akad tidak boleh diperjual belikan. 

Namun pada praktik perekonomian di Indonesia ijarah 

diperbolehkan hal ini karena selain melihat Al-Qur’an dan 

sunnah sebagai dasar hukum ijarah juga terdapat pada ijma‟. 

                                                             
16

Sohari Sahrani, Hj Ruf’ah Abdullah, Fikih Muamalah,(Bogor : PT 

Ghalia Indonesia, 2011), h. 167 
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Sejak zaman sahabat sampai sekarang  ijarah telah disepakati 

oleh para ahli hukum Islam, hal ini dikarenakan masyarakat 

sangat membutuhkan akad ini. Adapun jenis ijarah pada 

pembahasan ini adalah ijarah atas pekerjaan, dalam ijarah ini 

objek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang sehingga 

pada kasus ini disebut juga upah mengupah.  

Akad ijarah ada dua macam, yaitu ijarah atau sewa 

menyewa barang dan sewa tenaga manusia atau jasa 

(pengupahan). Sewa barang pada dasarnya adalah jual beli 

manfaat barang yang disewakan, sementara sewa jasa atau 

tenaga adalah jual beli atas jasa atau tenaga yang disewakan 

tersebut.
17

 

Ijarah baik dalam bentuk sewa-menyewa maupun 

dalam bentuk upah mengupah merupakan bentuk muamalah 

yang disyari’atkan dalam Islam. Tujuan disyariatkannya ijarah 

itu adalah untuk memberikan keringanan kepada seseorang 

yang mempunyai uang tetapi tidak dapat bekerja, dipihak lain 
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 Imam Mustofa, Fiqih Mu‟amalah Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2016), h. 102 
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ada yang punya tenaga dan membutuhkan uang. Dengan 

adanya ijarah keduanya saling mendapat keuntungan.
18

 

Dapat dikatakan ada dua hal yang berkaitan dengan 

ijarah yaitu sewa-menyewa dan upah mengupah, sewa-

menyewa yang berkaitan dengan barang yaitu objek akadnya 

adalah manfaat contohnya menyewakan rumah, kamar dan 

lainnya, ijarah ini disebut dengan ijarah „ala al-manafi. Dan 

upah mengupah berkaitan dengan jasa atau pekerjaan yang 

objek akadnya adalah pekerjaan contohnya adalah menjahitkan 

pakaian, ijarah ini disebut dengan ijarah „ala al-a‟mal.   

Ijarah „ala al-a‟mal adalah ijarah yang sering dipakai 

antara penyedia jasa manfaat atau tenaga kerja yaitu sebagai 

amil atau pekerja dengan pihak lain yang menyediakan 

pekerjaan atau lahan pekerjaan dengan ketentuan pihak amil 

atau pekerja mendapatkan kompensasi berupa upah. Seperti 

salah satunya adalah amil. 
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Ulama bersepakat bahwa ijarah diperbolehkan. Ulama 

memperbolehkan ijarah salah satunya berdasarkan legitimasi 

dari Al-Qur’an. 

ْأُوُورنَُنَّْْ فََْْْۡ  نَْلَكُمۡ  ضَعۡ  أرَْۡ  فإَِن…ْ  ْ…اتُونُنَّ

“…Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu 

untukmu maka berikanlah imbalan kepada mereka... (Q.S ath-

Thalaq (65) : 6).
19

 

  

ْوُنَاحَْْۡ  لَٰدكَُمۡ  ا ْأَوۡ  ضِعُوۡ  ترَۡ  أَنْتَسْۡ  أرََدتُّْْۡ  وَإِن… فَلََ
وَٱت َّقُواْ ْۡ  رُوفِْۡ  مَعۡ  تُّْبٱِلۡ  ءاَتَْْۡ  تُّْمَّاۡ  إِذَاْسَلَّمْۡ  كُمۡ  عَلَي

أَنَّْٱللَّهَْبِاَْتَعۡ  لَمُوۡ  ٱللَّهَْوَٱع  مَلُونَْبَصِيرْۡ  اْ 
“…Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang 

lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran 

dengan cara yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan 

ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu 

kerjakan”.(Q.S Al-Baqarah (2) : 233).
20

 

 

Dalam akad Ijarah tentunya sangat berkaitan dengan 

Upah (ujrah) yang diterima, para ulama telah sepakat 

menetapkan syarat upah, yaitu
21

 : 

1. Berupa harta tetap yang dapat diketahui 
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20
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 Rachmat Syafe’i, Fiqih Muamalah, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 

2001),  h.129  



 22 

2. Tidak boleh sejenis dengan manfaat dari ijarah, seperti 

upah menyewa rumah untuk ditempati dengan menempati 

rumah tersebut.  

Upah dalam Islam dikategorikan kedalam wilayah 

ijarah. Upah dalam literatur fiqh disebut dengan ajran, 

ketentuannya telah diditetapkan sedemikian rupa sehingga 

dapat memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu 

pihak baik majikan ataupun pekerja. Upah (ujrah) adalah 

imbalan yang diberikan atau yang diminta atas suatu 

pekerjaan yang dilakukan.
22

  Upah merupakan hak pekerja 

yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai 

imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja 

yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian 

kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan 

termasuk tunjangan bagi pekerja dan keluarganya atas suatu 

pekerjaan dan atau jasa yang telah atau akan dilakukan.. 

Seorang majikan harus memberitahu upah kepada pekerjanya 

                                                             
22

 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 
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dengan jelas karena jika upah tidak diketahui besar kecilnya 

maka akan mengakibtkan perselisihan diantara keduanya. 

Dalam kasus ini upah (ujrah) yang dimaksudkan ialah 

hak yang harus diterima seorang amil zakat dalam periode 

satu bulan setelah amil zakat selesai mengerjakan tugasnya 

(mensosialisasikan, menerima, mencatat, sampai pada 

mendistribusikan zakat) yang dimana besarnya hak amil telah 

ditentukan yaitu maksimal satu seperdelapan atau 12.5 persen 

dari zakat yang terkumpul. 

H. Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah proses, prinsip, dan prosedur 

yang kita gunakan untuk mendekati problem dan mencari 

jawaban.
23

 Dengan ungkapan lain metodelogi merupakan cara 

ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan 

tertentu.
24
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1. Jenis penelitian 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan 

menggunakan metode pendekatan kualitatif, yaitu penelitian 

yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum 

yang mendasari perwujudan dari satuan-satuan gejala yang 

ada dalam kehidupan manusia.
25

 Metode penelitian kualitatif 

dibedakan dengan metode penelitian kuantitatif dalam arti 

metode penelitian kualitatif tidak mengandalkan bukti 

berdasarkan logika matematis, prinsip angka atau metode 

statistik. 

Untuk lebih memahami penelitian kualitatif, maka 

akan dikemukakan teori dari Strauss, A dan Corbin, J 

menjelaskan bahwa (qualitative research) penelitian kualitatif 

adalah penelitian yang temuan-temuan yang dihasilkannya 

tidak bisa didapat (diselesaikan) melalui teknik prosedur 

statistik maupun menurut cara-cara kuantifikasi (hitungan) 

lainnya.
26
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Penelitian kualitatif juga bertujuan selain mengukur 

daripada realibilitas, maka kekuatan penelitian kualitatif 

lainnya adalah validitas, yaitu pengukur kepastian akurasi 

hasil penelitian yang didasarkan pada sudut pandang peneliti, 

partisipan, atau pembaca secara umum.
27

 

2. Subyek dan Obyek Penelitian 

Adapun yang menjadi subyek dalam penelitian ini 

adalah lembaga zakat Dompet Dhuafa Banten dan yang 

menjadi obyek adalah praktek pemberian upah (ujrah) 

terhadap amilin zakat ditinjau dalam perspektif hukum Islam. 

3. Sumber Data 

Dalam mendapatkan sumber data dalam penelitian ini 

penulis menggunakan dua sumber data: 

a. Data Primer 

Sumber data primer adalah sumber data yang 

penulis dapatkan dengan melakukan wawancara langsung 

dengan manager, karyawan atau amil dan bagian 

marketing lembaga zakat Dompet Dhuafa Banten. 
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b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah sumber data yang 

penulis dapatkan dengan mengambil informasi dari 

majalah, arsip, dokumen-dokumen lembaga zakat Dompet 

Dhuafa Banten. 

4. Teknik Pengolahan Data 

Adapun teknik yang penulis gunakan dalam mengolah 

data untuk dapat disajikan dalam proposal skripsi ini adalah 

sebagai berikut: 

a.   Observasi 

Observasi ialah pengamatan atau pencatatan yang 

sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.
28

 

Seperti yang dikemukakan Sutrisno Hadi, 

menyatakan observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses 

biologis dan psikologis.
29
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Dalam penelitian ini, peneliti terjun langsung di 

lapangan, yaitu dengan menjadi pengamat independen 

(observasi nonpartisipan), yakni peneliti hanya mengamati 

bagaimana perilaku karyawan dan proses kerja tanpa 

terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang-orang 

yang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data 

penelitian. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua 

orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh 

informasi dari seorang lainnya dengan mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu.
30

 

Dalam mencari data-data yang diperlukan untuk 

kepentingan penyususnan skripsi ini peneliti akan 

mewawancarai bagian legal dan marketing lembaga zakat 

Dompet Dhuafa Banten. 

c. Studi Dokumentasi 
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Teknik studi dokumentasi ini peneliti gunakan 

untuk mengumpulkan data-data yang bersifat tertulis dan 

memberikan keterangan tentang data-data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini, seperti: sejarah 

perusahaan, struktur organisasi, visi, misi, produk, sistem 

pemasaran dan semua data yang berkaitan dengan praktik 

sosialisasi, pemasran, pengelolaan, pendistribusian serta 

pembagian hak amilin. 

 

I. Sistematika Pembahasan 

Dalam hal ini penulis membaginya kedalam lima bab, 

dimana antara bab yang satu dengan bab yang lainnya saling 

berkaitan. 

BAB I :  Pendahuluan, bab ini terdiri dari latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka 

pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Kondisi geografis lokasi penelitian, sejarah LAZ 

Dompet Dhuafa Banten, dasar hukum LAZ Dompet Dhuafa 

Banten, visi dan misi LAZ Dompet Dhuafa Banten, tujuan LAZ 
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Dompet Dhuafa Banten, program LAZ Dompet Dhuafa Banten, 

struktur organisasi kepengurusan LAZ Dompet Dhuafa Banten. 

BAB III :  Kajian Teoritis : pengertian zakat, dasar hukum 

zakat, syarat dan rukun zakat, sejarah perkembangan zakat di 

Indonesia, harta yang wajib dizakati, orang-orang yang berhak 

menerima zakat, amil, pengertian ijarah dan ujrah (upah), upah 

amil zakat. 

BAB IV : Praktik penetapan upah amil zakat menurut 

hukum Islam, Praktik penetapan upah (ujrah) amil zakat di 

Dompet Dhuafa Banten dan tinjauan hukum Islam terhadap 

praktik penetapan upah (ujrah) amil zakat di Dompet Dhuafa 

Banten 

BAB V : Bab penutup, kesimpulan dan saran – saran. 

 


